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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. [bookmark: _Hlk69500532]Latar Belakang
[bookmark: _Hlk164625707][bookmark: _Hlk69500583][bookmark: _Hlk178164990]Di Indonesia pajak menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh karena dengan adanya pajak maka dapat menjadi penopang anggaran penerimaan suatu negara. Selain itu pajak juga dapat menjadi pengisi pendapatan suatu negara dengan jumlah yang sangat besar, yang nantinya digunakan untuk membayar biaya yang rutin dikeluarkan negara atau biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan nasional. Sulistyorini & Latifah (2022), menyatakan bahwa dari segi ekonomi pajak menjadi penerimaan negara yang berpotensial dikarenakan pemerintah dapat mendanai sarana dan prasarana publik di segala bidang, seperti transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial, dan fasilitas lainnya yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.
Tabel 1.1 Rasio Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara Tahun 2021-2023
	Tahun Anggaran
	Jumlah (triliun rupiah)
	Persentase (%)

	
	Penerimaan Negara
	Penerimaan Pajak
	

	2021
	2.006,3
	1.547,8
	77

	2022
	2.435,9
	1.924,9
	79

	2023
	2.462,6
	2.118,3
	86


Sumber: Kementrian Keuangan: Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan selama tahun 2021 sampai 2023 penerimaan pajak terhadap penerimaan negara cukup memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara dengan angka persentase paling rendah 77% pada tahun 2021 dan paling tinggi pada tahun 2023 dengan presentase sebesar 86%. 


Tabel 1.2 [bookmark: _Hlk200919297]Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Samarinda Ilir Tahun 2021-2023
	Masa
	Realisasi Penerimaan Pajak

	Pajak
	2021
	2022
	2023

	1
	33,683,768,178
	52,304,424,523
	103,086,877,052

	2
	25,850,766,669
	38,511,449,416
	62,446,851,859

	3
	32,068,813,905
	48,208,857,186
	72,060,368,655

	4
	58,099,573,878
	94,594,904,240
	153,722,500,056

	5
	48,975,965,950
	56,673,885,037
	89,485,081,349

	6
	49,876,211,374
	70,157,287,610
	88,090,513,544

	7
	44,137,912,491
	70,095,011,843
	73,947,466,823

	8
	53,145,048,730
	83,169,737,691
	70,269,783,480

	9
	56,972,770,567
	86,854,260,334
	82,424,997,299

	10
	54,331,816,204
	76,537,322,453
	72,415,657,688

	11
	65,433,707,778
	78,293,433,977
	76,776,182,752

	12
	144,185,946,533
	84,852,967,351
	113,810,886,329

	Total
	666,762,304,278
	840,253,543,683
	1,058,537,168,909


Sumber: KPP Pratama Samarinda Ilir

Realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir selama tiga tahun pada tahun 2021 sampai 2023 menunjukkan kenaikan yang cukup stabil dengan nominal paling rendah pada tahun 2021 sebesar Rp666.762.304.278 dan nominal paling tinggi pada tahun 2023 sebesar Rp1.058.537.168.909. 
Pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara memperbesar sistem pemungutan pajak yaitu, official assessment system, self assessment system, dan withholding assessment system. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus, fiskus memiliki wewenang dalam menghitung besar pajak yang terutang dan memungut pajak yang terutang.  Self assessment system merupakan sistem yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak memiliki peran aktif dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Withholding assessment system merupakan sistem yang besar pajak terhutangnya dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga.
[bookmark: _Hlk69500764]Pemerintah memberikan wewenang, kepercayaan serta tanggung jawab kepada wajib pajak khususnya dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri total pajak yang terutang. Dengan adanya self assessment system tidak menutup kemungkinan wajib pajak tidak melakukan pelanggaran, seperti tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan tidak lengkap atau melampirkan isi keterangan yang tidak benar. Maka dari itu pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai tanggung jawab sebagai law enforcement agent berupa tindakan hukum seperti pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan.
Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi pengaruh besar dalam peningkatan penerimaan pajak, karena jika wajib pajak mempunyai tingkat kepatuhan pajak yang rendah maka setoran pajak ke kas negara tidak mencapai target yang sudah ditentukan dan dapat menimbulkan penunggakan yang mengakibatkan menurunnya peneriman pajak. 
Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DJP juga menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak yaitu suatu kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data atau informasi lainnya yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu fungsi vital dalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Pemeriksaan ini dilakukan pada SPT wajib pajak yang termasuk dalam kriteria pemeriksaan rutin ataupun pemeriksaan khusus. Menurut Rimayanti (2017), hasil dari pemeriksaan pajak ini adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang akan diberikan kepada wajib pajak yang berkaitan dan apabila dalam waktu satu bulan setelah diterbitkan tidak dilunasi maka akan menjadi tunggakan pajak. 
Penagihan pajak adalah proses yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini penting dalam sistem perpajakan, terutama untuk meningkatkan penerimaan negara yang bergantung pada pajak sebagai sumber utama pendanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Dengan menganalisis dinamika ini, otoritas pajak dapat mengembangkan strategi penagihan yang lebih efektif, sehingga meningkatkan kepatuhan yang akhirnya akan mendongkrak penerimaan pajak.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darmayani & Herianti (2017), berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh dan signifikan dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Namun, terdapat perbedaan hasil pada penelitian yang dilakukan oleh Migang & Dirmayani (2017), yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
Menurut Monica & Andi (2019), pemeriksaan pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penerimaan pajak badan. Sedangkan menurut Anam dkk (2018), menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
Pada penelitian yang dilakukan Purba dkk (2023), penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak badan. Sedangkan hasil penelitian menurut Nadia & Kartika (2020), penagihan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.
[bookmark: _Hlk66040700]Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada KPP Pratama Samarinda Ilir Periode 2021-2023).
1.2. Rumusan Masalah
Latar belakang di atas menjadi dasar dalam menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:
1. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Samarinda Ilir periode 2021-2023?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Samarinda Ilir periode 2021-2023?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Samarinda Ilir periode 2021-2023?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Samarinda Ilir periode 2021-2023.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Samarinda Ilir periode 2021-2023.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Samarinda Ilir periode 2021-2023.
1.4. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk teoritis dan praktis. Berikut manfaat dari penelitian adalah:
1. Manfaat Teoritis
a. Bagi Ilmu Akuntansi
[bookmark: _Hlk64115476]Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk memperkaya wawasan khususnya di bidang Akuntansi Perpajakan mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir
b. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir, dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak
Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi kantor pelayanan pajak atas kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.
b. Bagi Wajib Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi wajib pajak, agar wajib pajak lebih meningkatkan kepatuhannya untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak.




BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti
Khalimi dan Iqbal (2020), menjelaskan beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak salah satunya adalah teori kewajiban mutlak atau teori bakti, menurut teori ini negara mempunyai hak untuk memungut pajak, dan begitu juga dengan rakyatnya yang harus membayar sebagai tanda bakti terhadap negara. Teori kewajiban mutlak atau teori bakti yang didasarkan pada orgaan theory dari Otto Von Gierke (1841 – 1921), yang menyebutkan bahwa negara adalah suatu kesatuan yang warganya terikat dalam suatu negara tersebut. Tanpa “organ” atau lembaga, individu tidak dapat hidup. 
Negara merupakan entitas yang mempunyai wewenang dalam memungut pajak dari warga negara dan badan yang ada di dalam yuridiksinya, sehingga negara berhak dan memiliki hak mutlak dalam membuat kebijakan perpajakan, menetapkan kewajiban pajak dan juga memungut pajak. Pemahaman yang sama pun berlaku pada masyarakat sendiri, yaitu masyarakat sadar akan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak untuk dapat menunjukan atau membuktikan tanda baktinya kepada negaranya. Maka dari itu wajib pajak harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban dan sangat penting bagi negara, karena dengan adanya pajak negara dapat menyelenggarakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga menurut teori ini negara berhak untuk memungut pajak rakyatnya dan rakyat berkewajiban dalam membayar pajak. 
Pohan (2014), menjelaskan teori kewajiban mutlak atau teori bakti dalam pemahaman sederhana yaitu mengenai:
1. Hukum pajak yang terletak dalam hubungan antara negara dan rakyat
2. Negara menyelenggarakan kepentingan untuk rakyatnya, maka negara memiliki hak mutlak dalam melakukan pemungutan pajak terhadap rakyatnya
3. Rakyat melakukan kewajibannya dalam membayar pajak karena rasa baktinya kepada negara 
Teori ini didasarkan atas paham organische staatsleer yang mengajarkan sifat negara yaitu sebagai suatu perkumpulan dari individu-individu, maka timbulah hak negara untuk memungut pajak rakyatnya. Teori ini dapat didefinisikan sebagai perjanjian dalam masyarakat atau individu untuk membentuk suatu negara dan memberikan kekuasaan kepada negara untuk mempin masyarakat. Dalam merancang kebijakan pemungutan pajak maka harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara modern dan negara hukum yang mempunyai dasar kebijakan pemungutan pajak pada Pasal 23 A Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “Segala pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan Negara berdasar peraturan perundang-undangan”. Artinya siapapun termasuk negara tidak memiliki kewenagan memungut pajak kecuali undang-undang telah dibuat dan diberlakukan.
Teori kewajiban mutlak atau teori bakti yang diimplementasikan oleh penulis pada penelitian untuk dapat memberikan landasan analisis berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang dapat berkontribusi pada penerimaan pajak. Tentunya dalam memahami teori kewajiban mutlak atau teori bakti, maka penelitian ini dapat mengidentifikasi strategi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan melalui pemeriksaan dan penagihan yang lebih efektif.
2.2. Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, yang berarti dengan adanya kepatuhan wajib pajak, maka wajib pajak ikut mendukung perkembangan infrastruktur yang ada di negaranya. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Monica & Andi (2019), menjelaskan bahwa kepatuhan adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak yang terlihat dalam situasi seperti berikut:
1. Wajib Pajak mengerti atau bisa memahami ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan jujur dan benar.
4. Membayar pajak terutangnya dengan tepat waktu.

2.3. Pemeriksaan Pajak
Berdasarkan Pasal 1 ayat 25 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengenai pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak maka DJP akan melakukan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak, maka dari itu diharapkan wajib pajak bersikap positif sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan ini dapat diilakukan dengan baik dan nantinya akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak dalam suatu negara. Pemeriksaan pajak juga bertujuan untuk melihat penerapan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai bentuk tanggungjawab warga negara, serta memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak. Dilakukannya pemeriksaan ini DJP akan mengetahui seberapa banyak upaya atau tindakan kecurangan yang akan dilakukan wajib pajak, yang nantinya akan dapat diminimalkan atau dihilangkan sehingga mengurangi terjadinya penurunan pemerimaan pajak negara.
2.4. [bookmark: _Hlk66465653]Penagihan Pajak
Penagihan pajak merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan fiskus atau juru sita pajak kepada wajib pajak agar dapat segera melunasi utang pajaknya dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. 
Dalam Pasal 18 ayat 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi dasar penagihan pajak yaitu Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Hamidah (2019), mengelompokkan dua macam penagihan pajak, yang pertama penagihan pajak pasif yang dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKP, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih besar. Penagihan ini berlaku selama 30 hari setelah diedarkannya surat tagihan pajak, jika belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif. Kedua penagihan pajak aktif, dalam penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam menagih yaitu dengan melakukan kegiatan penyitaan, penyanderaan, dan melaksanakan lelang barang yang telah disita. Jika pihak fiskus atau juru sita pajak melakukan penagihan pajak dengan tegas, konsisten, dan konsekuen maka diharapkan dapat berdampak positif terhadap pertambahan penerimaan pajak negara. 

2.5. Penerimaan Pajak
Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan suatu negara yang dipungut dari wajib pajak oleh DJP secara efektif dan efesien. Anam dkk (2018), menjelaskan bahwa penerimaan pajak jika dilihat dari segi ekonomi merupakan penerimaan negara yang potensial, dikarenakan melalui pajak ini pemerintah dapat membiayai sarana dan prasana berbagai sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, pendidikan, dan sarana lainnya yang dapat membangun negara dan memberikan kemakmuran untuk rakyat. 
Hamidah (2019), berpendapat bahwa DJP memiliki kewajiban untuk mengamankan penerimaan pajak negara dan diharapkan untuk mampu memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahunnya, walaupun menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. 
2.6. Penelitian Terdahulu
Dalam mengkaji penelitian ini, diperlukan dasar-dasar yang berupa penelitian terdahulu sebagai pembanding dan referensi. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:
Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian TerdahuluDisambung ke halaman berikutnya halamanberikutnyua

	No.
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Darmayani dan Herianti (2017)
	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan)
	Kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh dan signifikan dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Penagihan pajak tidak berpengaruh dan signifikan dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan.


Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1. Sambungan
	2
	Migang dan Dirmayani (2017)
	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan Pada KPP Pratama Balikpapan
	Kepatuhan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan. Pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Penagihan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penrimaan pajak.

	3
	Rimayanti (2017)
	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Kpp Pratama Jakarta Setiabudi Dua
	Pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.  Penagihan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

	4
	Monica dan Andi (2018)
	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016
	Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak badan. Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penerimaan pajak badan. 

	5
	Anam dkk (2018)

	Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
	Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

	6
	Saifuddin dkk (2024)
	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan
Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak
	Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penagihan pajak dengan surat teguran, dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.


Disambung ke halaman berikutnya


Tabel 2.1. Sambungan
	7
	Nadia dan Kartika (2020)
	Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak
terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
	Penagihan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan
pajak penghasilan.

	8
	Riyadi dkk (2021)
	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
	Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan PPh Badan. Pemeriksaan pajak menunjukkan hasil yang tidak signifikan dan negatif terhadap penerimaan pajak. Penagihan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan PPh Badan.

	9
	Sulistyorini dan Latifah (2022)
	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama Pati Tahun 2016-2019)
	Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

	10
	Purba dkk (2023)
	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Balige
	Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.


Sumber: Penelitian Terdahulu (2024)
2.7. Kerangka Konseptual
[bookmark: _Hlk69637590]Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel independen adalah kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan wajib pajak dalam melaksankan kewajibannya membayar pajak secara disiplin dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Semakin patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak negara. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang menguji kepatuhan dalam membayar pajak, semakin tinggi frekuensi pelaksanaan pemeriksaan pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak negara. Penagihan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan fiskus kepada wajib pajak apabila utang pajaknya belum dilunasi sampai tanggal jatuh tempo, semakin efektif penagihan pajak yang dilakukan fiskus maka semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk membayar utang pajaknya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.
[bookmark: _Hlk69637606]Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan suatu negara yang berasal dari wajib pajak dan dipungut oleh pemerintah. Penerimaan pajak ini sangat penting bagi negara untuk meningkatkan pembangunan negara, jika penerimaan pajak menurun maka akan menghambat pembangunan negara.
Berdasarkan teori bakti, pemerintah mempunyai hak untuk memungut pajak dari wajib pajak, dan wajib pajak mempunyai kewajiban dalam membayar pajaknya karena itu merupakan salah satu bentuk baktinya kepada negara. Jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak maka akan menimbulkan terutangnya pajak. Maka pihak wajib pajak dan fiskus mempunyai peran untuk mengupayakan pajak yang terutang agar dapat segera dibayar, sehingga nantinya akan meningkatkan penerimaan pajak
Untuk pihak wajib pajak harus memiliki kepatuhan pajak dalam membayar pajaknya, diperlukan kesadaran diri untuk dapat mematuhi pajak, karena jika wajib pajak dapat patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya maka akan meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan negara yang nantinya akan dinikmati oleh wajib pajak sendiri.
[bookmark: _Hlk69637884]Sedangkan pihak fiskus disini berperan untuk mendorong wajib pajak untuk taat dalam membayar pajaknya. Dengan melakukan pemeriksaan pajak maka pihak fiskus akan mengetahui seberapa banyak atau seberapa jauh wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga nantinya upaya kecurangan itu dapat diminimalisir dan tidak ada celah untuk melakukan kecurangan. Selain itu fiskus juga akan melakukan penagihan pajak, dalam penagihan ini fiskus berhak untuk menegur wajib pajak, menerbitkan surat paksa, serta melakukan penyitaan agar wajib pajak dapat melunasi utang pajaknya secepatnya. Kedua kegiatan fiskus tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak jika dilakukan secara benar dan efektif.
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka konsep seperti berikut:Teori Bakti
Terutangnya Pajak
Wajib Pajak Badan
Fiskus
Pemeriksaan Pajak
Penerimaan Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak
Penagihan Pajak






Gambar 2.1. Kerangka Konsep Penelitian
Sumber: Data Diolah, 2025


2.8. Pengembangan Hipotesis
2.8.1. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pemerimaan Pajak
[bookmark: _Hlk69639025][bookmark: _Hlk69639121]Penerimaan pajak agar dapat berlangsung secara maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.  Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan menurunnya penerimaan pajak.
Hal ini sesuai dengan teori bakti yang menyatakan bahwa wajib pajak harus mematuhi peraturan perpajakan dalam membayar dan melaporkan pajaknya sebagai tanda baktinya kepada negara. Wajib pajak yang patuh melaporkan dan membayar pajak dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan akan meningkatkan penerimaan pajak.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darmayani & Herianti (2017), berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh dan signifikan dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Begitu juga dengan penelitian Monica & Andi, (2019), kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak badan. Dari penjabaran di atas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:
H1:	Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
2.8.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaaan Pajak
[bookmark: _Hlk69639164]Sering kali wajib pajak dengan sengaja menghindari kewajibannya dalam membayar pajak, oleh sebab itu maka diperlukan pemeriksaan untuk menyakinkan kebeneran terhadap pelaporan. Jika fiskus melakukan pemeriksaan secara tidak baik maka akan membuat wajib pajak membuat kesalahan dalam membayar kewajibannya sehingga nantinya akan mempengaruhi penerimaan pajak.
Hal ini sesuai dengan teori bakti yang menyatakan bahwa karena pemerintah sebagai pemungut maka perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa wajib pajak melaporkan pajaknya dengan benar. Wajib pajak akan termotivasi dan memiliki tanggungjawab untuk melaporkan pajaknya secara jujur dan akurat sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. 
Menurut Anam dkk (2018), menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Begitu juga dengan penelitian Suryadi (2019), yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Dari penjabaran di atas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:
H2:	Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
2.8.3. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak
[bookmark: _Hlk69639358]Penerimaan pajak dipengaruhi oleh penagihan pajak dimana jika wajib pajak menghindari pembayaran pajak maka akan meningkatkan tunggakan pajak, semakin banyak tunggakan pajak akan semakin mengurangi penerimaan pajak. Apabila penagihan pajak tidak berjalan efektif maka wajib pajak tidak terdorong membayar pajak sehingga akan mempengaruhi penerimaan pajak lebih lanjutnya. Penagihan pajak merupakan hal penting yang dilakukan oleh fiskus untuk mengurangi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak, dengan hal ini maka fiskus melakukan penagihan pajak sesuai dengan prosedur perpajakan yang ada
[bookmark: _Hlk65450798]Hal ini sesuai dengan teori bakti yang menyatakan bahwa melalui penagihan pajak, negara mempunyai hak menjalankan fungsi kontrol dan paksaan yang menuntut wajib pajak untuk segera membayar kewajibannya. Fiskus dengan tegas dan tepat waktu menekan wajib pajak yang menunda pembayaran untuk membayarkan tunggakannya agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.
Pada penelitian yang dilakukan Purba dkk (2023), penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak badan. Begitu juga dengan penelitian Migang & Dirmayani (2017), yang menyatakan bahwa penagihan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penrimaan pajak. Dari penjabaran di atas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:
H3:	Penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
Model penelitian ini menggambarkan bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan hipotesis yang ada, maka gambaran dari model penelitian adalah sebagai berikut: 
H1(+)
H2 (+)
H3(+)








Gambar 2.2. Model Penelitian
Sumber: Data Diolah, 2025
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Definisi Operasional 
Menurut Sugiyono (2017), definisi operasional merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur variabel serta indicator yang digunakan dalam penelitian. Variabel penelitian merupakan segala sesuatu dalam bentuk apapun yang ditentukan oleh peneliti untuk dikaji sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.
Variabel dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel independen merupakan variabel yang menjadi penyebab atau dapat mempengaruhi munculnya variabel dependen. variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdapat tiga yaitu kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi akubat dari variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penerimaan pajak.
3.1.1. Penerimaan Pajak (Y)
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah penerimaan pajak yang diperoleh dari wajib pajak badan. Penerimaan pajak merupakan tambahan dana ke kas negara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan dipungut oleh DJP. Indikator dari penerimaan pajak ini adalah perbandingan rasio antara tingkat penerimaan pajak penghasilan badan setiap bulan yang diterima di KPP Pratama Samarinda Ilir dengan target penerimaan pajak pajak penghasilan badan setiap bulan yang ditetapkan di KPP Pratama Samarinda Ilir. Menurut Migang & Dirmayani (2017), penerimaan pajak penghasilan diukur dengan formulasi sebagai berikut:
 ……………..………………………3.1
3.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak (X1)
Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak badan yang ada di KPP Pratama Samarinda Ilir melakukan dan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajaknya dengan tepat waktu. Indikator dari kepatuhan pajak ini adalah rasio perbandingan jumlah SPT yang di laporkan setiap bulan dengan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar. Menurut Migang & Dirmayani (2017) kepatuhan wajib pajak diukur dengan formulasi sebagai berikut:
…………..…………………………3.2
3.1.3. Pemeriksaan Pajak (X2)
Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya yang digunakan untuk menguji seberapa patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Indikator dari pemeriksaan pajak ini adalah rasio perbandingan jumlah SKPKB yang diterbitkan setiap bulan oleh KPP Pratama Samarinda Ilir dengan jumlah SPT yang disampaikan tepat waktu setiap bulannya yang diterbitkan oleh KPP Pratama Samarinda Ilir. Menurut Rimayanti (2017) pemeriksaan pajak diukur dengan formulasi sebagai berikut:
……….……………..…………………..3.3


3.1.4. Penagihan Pajak (X3)
Penagihan pajak merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan fiskus atau juru sita pajak kepada wajib pajak agar dapat segera melunasi utang pajaknya dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Indikator dari penagihan pajak adalah rasio perbandingan jumlah surat paksa yang diterbitkan setiap bulan oleh KPP Pratama Samarinda Ilir dengan jumlah wajib pajak yang etrdaftar setiap bulan yang diterbitkan oleh KPP Pratama Samarinda Ilir. Menurut Rimayanti (2017), penagihan pajak diukur dengan formulasi sebagai berikut:
…………………………………3.4
3.2. Populasi dan Sampel
Menurut Sugiyono (2017), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu ditentukan oleh peneliti dan kemudian menghasilkan informasi yang dapat disimpulkan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Samarinda Ilir selama periode 2021-2023.
Menurut Sugiyono (2017), sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengumpulan sampel yang dilakukan untuk menentukan sampel adalah dengan teknik purposive sampling, melalui teknik pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria yang ditetapkan dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut
a. Wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir tahun 2021-2023. Data yang digunakan yaitu data time series sebanyak 36 bulan.
b. Laporan jumlah target dan realisasi penerimaan pajak, jumlah SPT yang disetor tepat waktu, jumlah SKPKB yang diterbitkan, dan jumlah surat paksa yang diterbitkan secara bulanan pada tahun 2021- 2023. Data yang digunakan yaitu data time series sebanyak 36 bulan.
3.3. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif menurut Sugiyono (2017) adalah data yang dapat diukur (measurable) atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh di KPP Pratama Samarinda Ilir setiap bulan selama periode 2021-2023.
3.4. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari KPP Samarinda Ilir yang diolah. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data laporan hasil kepatuhan wajib pajak badan, laporan penagihan pajak, dan laporan pemeriksaan pajak setiap bulannya periode 2021-2023 yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir.

3.5. Metode Analisis Data
Analisis data adalah proses dimana data disederhanakan agar dapat mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Data yang dianalisis adalah data yang sudah dihasilkan dari pendekatan survei, penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang kemudian dilakukan analisa data untuk ditarik kesimpulannya. Pengolahan data dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan matematis, kemudian variabel yang telah dihitung diolah dengan menggunakan alat analisis data berupa software yaitu software Statistical Program for Social Science (SPSS) versi 27.
3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif
Menurut Ghozali (2016), analisis statistik deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan data yang sederhana dan mudah dipahami. Analisis ini menjelaskan data disetiap variabel dan mengetahui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai tertinggi, dan nilai terendah.
3.5.2. Uji Asumsis Klasik
2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.5.1. 
3.5.2. 
3.5.2.1. Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2016), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Untuk melihat apakah data berdistribusi normal dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data akan dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi > 0,05. Sebaliknya data akan dinyatakan berdistribusi tidak normal jika signifikansi < 0,05.


3.5.2.2. Uji Multikolinieritas
Menurut Ghozali (2016), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Uji multikolinearitas dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance mendekati angka 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi multikolonieritas. Sebaliknya jika nilai tolerance tidak mendekati angka 0,10 dan nilai VIF di atas 10, maka terjadi multikolonieritas.
3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas
4. 
5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.4. 
5.5. 
3.5.1. 
3.5.2. 
3.5.3. 
Menurut Ghozali (2016), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji ini menggunakan teknik grafik scatterplot dengan standar sebagai berikut:
1. Jika terdapat pola tertentu seperti titik membentuk pola gelombang, maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika pola yang ada tidak jelas seperti titik menyebar di atas dan di bawah pada angka 0 dan sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.5.2.4. Uji Autokolerasi
Menurut Ghozali (2016), uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kolerasi antara residual pada satu observasi dengan residual pada observasi lainnya dalam model regresi. Uji autokolerasi menggunakan Durbin-Watson dengan ketentuan bahwa model regresi tidak terjadi autokolerasi apabila Durbin-Watson lebih besar dari nilai dl dan kurang dari nilai du (dl<DW<du).
3.5.3. Uji Kelayakan Model (Uji F)
Menurut Ghozali (2016), uji F merupakan pengujian kelayakan model yang dilakukan guna mengetahui apakah variabel independent secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi 0,05 atau α = 5%. Jika signifikansi < 0,05 maka terjadi pengaruh variabel independen secara silmutan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi pengaruh variabel independen secara silmutan terhadap variabel dependen.
3.5.4. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Menurut Ghozali (2016) uji determinasi (R2) merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, yang digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai dari R2 berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai R2 mendekati angka 1 maka variabel independen dapat menjelaskan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, Sebaliknya, jika nilai R2 mendekati 0 maka variabel independen tidak dapat atau terbatas dalam menjelaskan informasi yang dibutuhkan variabel dependen.
3.5.5. Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Menurut Sujarweni (2015), regresi linear berganda merupakan regresi yang mempunyai satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis ini juga untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji relevansi Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak. Menurut Sugiyono (2017), rumus untuk menghitung analisis regresi linear berganda dijabarkan dengan:
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e …………………………………….…...……..3.5
Keterangan:
Y merupakan Penerimaan Pajak
α merupakan konstanta
β1 merupakan koefisien regresi variabel Kepatuhan Pajak
β2 merupakan koefisien regresi variabel Pemeriksaan Pajak
β3 merupakan koefisien regresi variabel Penagihan Pajak
X1 merupakan Kepatuhan Pajak
X2 merupakan Pemeriksaan Pajak
X3 merupakan Penagihan Pajak
e merupakan standar eror
3.5.6. Uji Hipotesis (Uji t)
Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji t mempunyai nilai signifikansi α = 0,05. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 maka variabel independen tidak memiliki pengaruh terhdapa variabel dependen.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Analisis Data
4.1.1. [bookmark: _Hlk201096701]Analisis Statistik Deskriptif
Analisis deksriptif dilakukan untuk menjabarkan data penelitian mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari setiap variabel, yaitu kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan penerimaan pajak. Dalam penlitian ini terdiri dari 36 sampel data laporan pajak. Hasil olahan analisis deskriptif disajikan dalam tabel 4.1 berikut:
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif
	Descriptive Statistics

	 
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	KEPATUHAN WAJIB PAJAK
	36
	12.74
	18.96
	14.8781
	1.29358

	PEMERIKSAAN PAJAK
	36
	0.00
	3.66
	[bookmark: _Hlk200822162]1.1247
	[bookmark: _Hlk200822179]0.81468

	PENAGIHAN PAJAK
	36
	0.00
	6.15
	1.3056
	1.37756

	PENERIMAAN PAJAK
	36
	211.28
	2187.63
	1038.6333
	575.57923

	Valid N (listwise)
	36
	 
	 
	 
	 


Sumber: Data diolah, 2025 (hasil Output IBM SPSS Versi 27)
Pada Tabel 4.1 hasil Statistik dari 36 sampel laporan pajak pada KPP Pratama Samarinda Ilir pada tahun 2021-2023 untuk variabel indepeneden kepatuhan wajib pajak (X1), pemeriksaan pajak (X2), dan penagihan pajak (X3) dan variabel dependen penerimaan pajak (Y) pada penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut:
1. Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel independen menunjukkan hasil nilai minimum sebesar 12.74 pada laporan tahun 2021 bulan Januari, dan nilai maksimum sebesar 18.96 pada laporan tahun 2023 bulan Desember. Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 14.8781 dan standar deviasi sebesar 1.29358.
2. Pemeriksaan pajak sebagai variabel independen menunjukkan hasil nilai minimum sebesar 0,00 pada beberapa laporan dikarenakan tidak terjadi pemeriksaan, dan nilai maksimum sebesar 3.66 pada laporan tahun 2021 bulan Oktober. Pemeriksaan pajak memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 1.1247 dan standar deviasi sebesar 0.81468.
3. Penagihan pajak sebagai variabel independen menunjukkan hasil nilai minimum sebesar 0,00 pada beberapa laporan dikarenakan tidak terjadi penagihan, dan nilai maksimum sebesar 6.15 pada laporan tahun 2023 bulan Januari. Penagihan pajak memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 1.3056 dan standar deviasi sebesar 1.37756.
4. Penerimaan pajak sebagai variabel independent menunjukkan hasil nilai minimum sebesar 211.28 pada laporan tahun 2021 bulan Februari, dan nilai maksimum sebesar 2187.63 pada laporan tahun 2022 bulan April. Penagihan pajak memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 1038.63333 dan standar deviasi sebesar 575.57923.
4.1.2. Uji Asumsi Klasik
4.1.2.1. Uji Normalitas
	Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi semua variabel yaitu kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan penerimaan pajak berdistribusi secara normal. Pengujian ini dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut:
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	 
	Unstandardized Residual

	N
	36

	Normal Parametersa,b
	Mean
	-69.4444444

	
	Std. Deviation
	528.24109838

	Most Extreme Differences
	Absolute
	0.139

	
	Positive
	0.139

	
	Negative
	-0.114

	Test Statistic
	0.139

	Asymp. Sig. (2-tailed)c
	0.074


Sumber: Data diolah, 2025 (hasil Output IBM SPSS Versi 27)
Pada tabel 4.2 hasil uji Kolmogorov Smirnov Test di atas menunjukkan nilai Asymp. Sig sebesar 0,074 yang lebih besar dari nilai signifikasi yaitu 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa data berdistribusi normal dan layak dipakai untuk pengujian model regresi berganda.
4.1.2.2. [bookmark: _Hlk198849916]Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kolerasi antar variabel independen yaitu kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan penerimaan pajak di dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak akan terjadi adanya gejala multikolinieritas diantara variabel bebasnya.
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas
	Coefficientsa

	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	(Constant)
	 
	 

	KEPATUHAN WAJIB PAJAK
	0.993
	1.007

	PEMERIKSAAN PAJAK
	0.962
	1.039

	PENAGIHAN PAJAK
	0.956
	1.046


Sumber: Data diolah, 2025 (hasil Output IBM SPSS Versi 27)
Pada tabel 4.3 menunjukkan hasil bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0.993 lebih besar dari 0.1 dan nilai VIF sebesar 1.007 lebih kecil dari 10, pemeriksan pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0.962 lebih besar dari 0.1 dan nilai VIF sebesar 1.039 lebih kecil dari 10, dan penagihan pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0.956 lebih besar dari 0.1 dan nilai VIF sebesar 1.046 lebih kecil dari 10. Sehingga diartikan tidak ada gejala multikolinieritas antar variabel bebas pada model regresi karena nilai tolerance > 0.1 dan VIF < 10. 
4.1.2.3. [bookmark: _Hlk198850351]Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi terjadinya ketidaksamaan varian residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan melihat pada grafik scatterplot.
[image: ]
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data diolah, 2025 (hasil Output IBM SPSS Versi 27)
Pada Gambar 4.1 hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplot menunjukkan pola yang jelas yaitu titik-titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu nol. Pada gambar tidak menunjukkan titik -titik berkumpul di area tertentu saja, sehingga dapat diartikan bahwa data penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.
4.1.2.4. Uji Autokolerasi
	Uji autokolerasi dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terdapat kolerasi atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan uji Durbin-Watson sebagai berikut: 
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokolerasi
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.398a
	0.158
	0.077
	356.83677
	1.947


Sumber: Data diolah, 2025 (hasil Output IBM SPSS Versi 27)
Pada tabel 4.4 hasil uji autokolerasi menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1.947. Selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan nilai pada tabel Durbin-Watson dengan tingkat signifikansi 0.05 dengan rumus (k,N), “k” diartikan sebagai jumlah variabel independen dalam penelitian dan huruf “N” diartikan sebagai jumlah sampel dalam penelitian. Jika dibandingkan dengan nilai batas bawah (dl = 1,10) dan batas atas (du = 1,63) dari tabel Durbin-Watson dengan n = 36 dan k = 3, maka nilai Durbin-Watson berada di antara du dan 4 − du (1,65 < 1,947 < 2,35). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi ini dan asumsi klasik regresi mengenai independensi residual telah terpenuhi.
4.1.3. Uji Kelayakan Model (Uji F)
Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dengan menggunakan analisis varian (ANOVA).
Tabel 4.5 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	2623901.722
	3
	874633.907
	3.120
	.040b

	
	Residual
	8971298.912
	32
	280353.091
	 
	 

	
	Total
	11595200.633
	35
	 
	 
	 


Sumber: Data diolah, 2025 (hasil Output IBM SPSS Versi 27)
	Pada tabel 4.6 hasil uji F menunjukkan nilai F sebesar 3.120 dan nilai signifikansi sebesar 0.040 lebih kecil dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dapat dinyatakan layak digunakan dalam penelitian ini.	
4.1.4. [bookmark: _Hlk200960685][bookmark: _Hlk198851122]Uji Koefiensi Determinasi (R2)
[bookmark: _Hlk198852089]Uji R2 dilakukan untuk mengetahui tingkat persentase pengaruh dari variabel independen yaitu kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak.
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefiensi Determinasi (R2)
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.398a
	0.158
	0.077
	356.83677
	1.947


Sumber: Data diolah, 2025 (hasil Output IBM SPSS Versi 27)
	Pada tabel 4.7 nilai koefiensi determinasi (R2) menunjukkan bahwa nilai sebesar 0.158 yang artinya variabel kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dapat menjelaskan variasi penerimaan pajak sebesar 15.8% dan 84.2% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang digunakan dalam penelitian ini.


4.1.5. Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Uji analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan fungsional variabel independen yaitu kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak.
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Berganda
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	-1329.365
	1050.485
	 
	-1.265
	0.215

	
	KEPATUHAN WAJIB PAJAK
	166.804
	69.416
	0.375
	2.403
	0.022

	
	PEMERIKSAAN PAJAK
	29.328
	111.996
	0.042
	0.262
	0.795

	
	PENAGIHAN PAJAK
	-112.370
	66.442
	-0.269
	-1.691
	0.101


Sumber: Data diolah, 2025 (hasil Output IBM SPSS Versi 27)
	Pada tabel 4.5 dapat dilihat besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui dari nilai beta pada unstandardized coefficients yang ada. Maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
Y= −1329.365 + 166.804X1 + 29.328X2 −112.370X3 + e
Berikut ini merupakan interpretasi dari hasil analisis regresi berganda yang sudah dilakukan dalam penelitian ini:
1. ​ Nilai konstanta (α) adalah sebesar -1329.365 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen bernilai nol, maka penerimaan pajak bernilai sebesar -1329.365.
2. Nilai koefisien regresi dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 166.804, yang artinya jika nilai dari kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan nilai penerimaan pajak sebesar Rp166.804 dengan asumsi variabel independent lainnya tetap.
3. Nilai koefisien regresi dari variabel pemeriksaan pajak adalah sebesar 29.328, yang artinya jika nilai dari pemeriksaan pajak meningkat sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan nilai penerimaan pajak sebesar Rp29.328 dengan asumsi variabel independent lainnya tetap.
4. Nilai koefisien regresi dari variabel penagihan pajak adalah sebesar -112.370, yang artinya jika nilai dari penagihan pajak meningkat sebesar 1 satuan maka akan menurunkan nilai penerimaan pajak sebesar Rp112.370 dengan asumsi variabel independent lainnya tetap.
4.1.6. Uji Hipotesis (Uji t) 
Uji t dilakukan untuk membuktikan apakah hipotesis pada model regresi dalam variabel kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak terhadap penerimaan pajak diterima atau ditolak.
Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	-1329.365
	1050.485
	 
	-1.265
	0.215

	
	KEPATUHAN WAJIB PAJAK
	166.804
	69.416
	0.375
	2.403
	0.022

	
	PEMERIKSAAN PAJAK
	29.328
	111.996
	0.042
	0.262
	0.795

	
	PENAGIHAN PAJAK
	-112.370
	66.442
	-0.269
	-1.691
	0.101


Sumber: Data diolah, 2025 (hasil Output IBM SPSS Versi 27)
	Berikut ini adalah penjelasan pengambilan keputusan hipotesis berdasarkan Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis:
1. Hasil dari variabel kepatuhan wajib pajak (X1) adalah nilai koefiensi regresi sebesar 166.804 dengan nilai signifikan sebesar 0.022 yang diartikan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0.05 (0.022 < 0.05). Hal ini menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Sehingga hipotesis pertama H1 pada penelitian ini diterima.
2. Hasil dari variabel pemeriksan pajak (X2) adalah nilai koefiensi regresi sebesar 29.328 dengan nilai signifikan sebesar 0.795 yang diartikan bahwa nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0.05 (0.795 > 0.05). Hal ini menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Sehingga hipotesis pertama H2 pada penelitian ini ditolak.
3. Hasil dari variabel penagihan pajak (X1) adalah nilai koefiensi regresi sebesar -112.370 dengan nilai signifikan sebesar 0.101 yang diartikan bahwa nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0.05 (0.101 > 0.05). Hal ini menjelaskan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Sehingga hipotesis pertama H3 pada penelitian ini ditolak.
4.2. Pembahasan
4.2.1. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pemerimaan Pajak
[bookmark: _Hlk198852476]Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis pertama yang sudah dilakukan menunjukkan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0.022 dan nilai t sebesar 2.403. Hal ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh di bawah nilai taraf signifikansi 0.05, sehingga diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir. 
Hal ini menunjukkan bawah peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dari 2021-2023 melalui pelaporan SPT secara tepat akan mengakibatkan peningkatan jumlah penerimaan pajak. Ketika wajib pajak mematuhi kewajibannya terhadap negara, seperti melakukan pelaporan dan pembayaran pajak, maka kemungkinan penerimaan negara dapat dimaksimalkan. Kepatuhan wajib pajak dapat mendorong peningkatan arus kas ke kas negara karena meminimalisir tunggakan, keterlambatan, maupun potensi penghindaran pajak.
Berdasarkan teori bakti yang menjelaskan bahwa warga negara mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sebagai bentuk kepatuhan dan pengabdian kepada negaranya. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran dan rasa tanggungjawab yang tinggi untuk melaporkan serta membayar pajak dengan jujur dan tepat waktu, hal tersebut menjadi bentuk partisipasi dalam pembangunan negara.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmayani dan Herianti (2017), Sulistyorini dan Latifah (2022),  dan Purba, dkk (2023) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 
4.2.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaaan Pajak
Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis kedua yang sudah dilakukan menunjukkan pemeriksaan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0.795 dan nilai t sebesar 0.202. Hal ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh di atas nilai taraf signifikansi 0.05, sehingga diartikan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
[bookmark: _Hlk201094496]Hasil ini menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak tidak selalu diikuti oleh bertambahnya penerimaan pajak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Pertama, pemeriksaan yang telah dilakukan bersifat terbatas dan selektif, umumnya hanya tertuju pada wajib pajak tertentu yang telah terindikasi tidak patuh. Kedua, walaupun pemeriksaan telah dilakukan, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, seperti penerbitan SKPKB atau penagihan piutang pajak, mungkin belum dilakukan secara optimal oleh otoritas pajak. Ketiga, proses pemeriksaan yang panjang dan administratif bisa berdampak terhadap penerimaan pajak yang tertunda.
Berdasarkan pendekatan teori bakti, pemeriksaan bersifat eksternal dan dilakukan setelah ditemukan kesalahan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi mengenai tanggungjawab dan baktinya kepada negara menganggap suatu tindakan pemeriksaan kurang dianggap relevan dikarenakan mereka sudah secara sukarela patuh. Hal ini menjelaskan mengapa pemeriksaan cenderung lebih efektif bagi kelompok wajib pajak yang mempunyai kepatuhan yang rendah terhadap tanggungjawabnya atau yang cenderung hanya patuh jika merasa berisiko diperiksa. Dengan kata lain, jika nilai-nilai bakti atau kesadaran bersama dalam masyarakat untuk bersikap patuh demi kepentingan umum belum tumbuh secara luas, maka pemeriksaan tidak akan cukup efektif tanpa diikuti dengan penegakan hukum dan edukasi yang seimbang.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi, dkk (2021), Purba, dkk (2023), dan Saifuddin dkk (2024) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
4.2.3. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak
Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis ketiga yang sudah dilakukan menunjukkan penagihan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0.101 dan nilai t sebesar -1.961. Hal ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh di atas nilai taraf signifikan 0.05, sehingga diartikan bahwa penagihan pajak tidak berngaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. 
[bookmark: _Hlk201094702]Secara teoritis, peningkatan penerimaan pajak seharusnya dapat didorong oleh aksi penagihan pajak karena hal ini merupakan tindak lanjut atas tidak patuhnya wajib pajak dalam melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak. Namun pada nyatanya, aksi penagihan yang dilakukan melakui surat paksa biasanya dilakukan pada wajib pajak yang telah menunggak pembayaran pajak dan hasilnya sering kali tidak langsung efektif karena kemungkinan wajib pajak dalam segi ekonomi mengalami kesulitan dalam membayar, keberatan hukum, atau proses keberatan/banding. Sehingga, walaupun penagihan dilakukan namun hasilnya akan terasa dalam jangka waktu yang lama dan tidak akan langsung menambah penerimaan pada bulan yang sama.
Berdasarkan pendekatan teori bakti, penagihan merupakan bentuk kontrol administratif terhadap wajib pajak yang tidak tidak memiliki sikap bakti atau tanggung jawab secara sukarela terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Artinya, penagihan pajak ini merupakan tindakan yang dilakukan kepada kelompok wajib pajak yang memiliki motivasi kepatuhan yang rendah dan menggap membayar pajak bukanlah bentuk pengabdian kepada negara yang harus dipatuhi, melainkan merka menganggap membayar pajak merupakan beban administrative atau finansial yang dapat ditunda.
Maka dari itu, meningkatnya surat paksa atau tindakan penagihan menunjukkan bahwa proses pemenuhan kewajiban ini akan berjalan jika terjadinya tekanan hukum, bukan dikarenakan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa penagihan pajak belum menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan suatu negara, karena dilakukan dalam kondisi yang sudah tidak ideal (pada saat terjadi tunggakan). 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rimayanti (2017), Darmayani dan Herianti (2017), dan Nadia dan Kartika (2020) yang menyatakan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.



BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Samarinda Ilir periode 2021-2023. Hal ini disebabkan oleh patuhnya wajib pajak dalam melaporan SPT secara tepat waktu sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.
2. [bookmark: _Hlk201084156]Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Samarinda Ilir periode 2021-2023. Hal ini disebabkan oleh penerbitan SKPKB atau penagihan piutang pajak, yang belum dilakukan secara optimal oleh otoritas pajak sehingga menurunnya tingkat penerimaan pajak.
3. Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Samarinda Ilir periode 2021-2023. Hal ini disebabkan oleh aksi penagihan yang dilakukan melakui surat paksa biasanya dilakukan pada wajib pajak yang telah menunggak pembayaran pajak dan hasilnya sering kali tidak langsung efektif karena beberapa faktor sehingga menurunkan tingkat penerimaan pajak.
5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:
1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan KPP Pratama Samarinda Ilir, disarankan untuk terus meningkatkan strategi peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak, baik melalui edukasi, pelayanan digital, maupun pendekatan berbasis nilai. Upaya tersebut dapat memperkuat persepsi wajib pajak bahwa membayar pajak adalah bentuk bakti dan kontribusi moral terhadap negara, bukan semata kewajiban hukum.
2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel eksternal lain seperti digitalisasi layanan perpajakan, atau kepuasan pelayanan fiskus, yang dapat memperluas cakupan model dan meningkatkan akurasi prediktifnya.
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LAMPIRAN


Lampiran 1. Surat Persetujuan Penelitian
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Lampiran 2. Perhitungan Rasio Variabel
	Tahun
	Bulan
	Kepatuhan Wajib Pajak
	Pemeriksaan Pajak
	Penagihan Pajak
	Penerimaan Pajak

	2021
	Jan
	12.74
	0.74
	0.93
	275.30

	2021
	Feb
	13.35
	0.28
	1.04
	211.28

	2021
	Mar
	14.21
	2.23
	1.87
	262.10

	2021
	Apr
	13.90
	2.80
	0.90
	474.85

	2021
	Mei
	13.90
	1.46
	2.71
	400.28

	2021
	Juni
	13.57
	0.00
	3.12
	407.64

	2021
	Juli
	14.02
	0.43
	2.59
	360.74

	2021
	Agu
	14.05
	2.50
	1.56
	434.36

	2021
	Sep
	14.08
	0.00
	0.39
	465.64

	2021
	Okt
	14.29
	3.66
	3.37
	444.05

	2021
	Nov
	14.53
	0.00
	0.27
	534.79

	2021
	Des
	17.38
	0.68
	2.94
	1178.43

	2022
	Jan
	13.65
	0.78
	0.24
	1209.61

	2022
	Feb
	13.92
	1.26
	0.56
	890.63

	2022
	Mar
	13.99
	0.87
	0.41
	1114.89

	2022
	Apr
	13.63
	1.62
	0.01
	2187.63

	2022
	Mei
	13.98
	0.54
	3.16
	1310.66

	2022
	Juni
	14.47
	1.19
	0.93
	1622.48

	2022
	Juli
	14.70
	0.08
	0.09
	1621.04

	2022
	Agu
	14.98
	0.72
	1.21
	1923.41

	2022
	Sep
	15.17
	1.37
	0.34
	2008.62

	2022
	Okt
	15.05
	1.38
	0.00
	1770.03

	2022
	Nov
	15.06
	1.29
	0.41
	1810.64

	2022
	Des
	18.35
	1.48
	0.00
	1962.34

	2023
	Jan
	15.09
	2.18
	6.15
	1218.24

	2023
	Feb
	15.29
	1.29
	0.06
	737.97

	2023
	Mar
	15.05
	0.98
	0.66
	851.58

	2023
	Apr
	15.20
	1.43
	1.12
	1816.63

	2023
	Mei
	15.17
	0.46
	0.78
	1057.50

	2023
	Juni
	15.58
	1.72
	1.26
	1041.02

	2023
	Juli
	15.51
	0.83
	1.33
	873.88

	2023
	Agu
	15.45
	1.13
	0.00
	830.42

	2023
	Sep
	15.63
	0.40
	1.02
	974.06

	2023
	Okt
	15.97
	0.46
	3.76
	855.78

	2023
	Nov
	15.74
	1.13
	1.81
	907.31

	2023
	Des
	18.96
	1.12
	0.00
	1344.97




Lampiran 2. Hasil Output SPSS
Staitstik Deskriptif

	Descriptive Statistics

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	KEPATUHAN WAJIB PAJAK
	36
	12.74
	18.96
	14.8781
	1.29358

	PEMERIKSAAN PAJAK
	36
	.00
	3.66
	1.1247
	.81468

	PENAGIHAN PAJAK
	36
	.00
	6.15
	1.3056
	1.37756

	PENERIMAAN PAJAK
	36
	211.28
	2187.63
	1038.6333
	575.57923

	Valid N (listwise)
	36
	
	
	
	



Uji Normalitas

	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	36

	Normal Parametersa,b
	Mean
	-69.4444444

	
	Std. Deviation
	528.24109838

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.139

	
	Positive
	.139

	
	Negative
	-.114

	Test Statistic
	.139

	Asymp. Sig. (2-tailed)c
	.074

	Monte Carlo Sig. (2-tailed)d
	Sig.
	.076

	
	99% Confidence Interval
	Lower Bound
	.069

	
	
	Upper Bound
	.082

	a. Test distribution is Normal.

	b. Calculated from data.

	c. Lilliefors Significance Correction.

	d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.





Uji Multikolinearitas
	Coefficientsa
	

	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	
	

	
	KEPATUHAN WAJIB PAJAK
	.993
	1.007

	
	PEMERIKSAAN PAJAK
	.962
	1.039

	
	PENAGIHAN PAJAK
	.956
	1.046



Uji Autokolerasi

	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.398a
	.158
	.077
	356.83677
	1.947

	a. Predictors: (Constant), KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK

	b. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK




Uji Heteroskedastisitas
[image: ]

Uji Regresi Linier Berganda

	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	-1329.365
	1050.485
	
	-1.265
	.215

	
	KEPATUHAN WAJIB PAJAK
	166.804
	69.416
	.375
	2.403
	.022

	
	PEMERIKSAAN PAJAK
	29.328
	111.996
	.042
	.262
	.795

	
	PENAGIHAN PAJAK
	-112.370
	66.442
	-.269
	-1.691
	.101

	a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK



Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	2623901.722
	3
	874633.907
	3.120
	.040b

	
	Residual
	8971298.912
	32
	280353.091
	
	

	
	Total
	11595200.633
	35
	
	
	

	a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

	b. Predictors: (Constant), PENAGIHAN PAJAK, KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK



Uji Koefiensi Determinasi (R2)
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.398a
	.158
	.077
	356.83677
	1.947

	a. Predictors: (Constant), KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK

	b. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK





Uji Hipotesis (Uji T)
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	-1329.365
	1050.485
	
	-1.265
	.215

	
	KEPATUHAN WAJIB PAJAK
	166.804
	69.416
	.375
	2.403
	.022

	
	PEMERIKSAAN PAJAK
	29.328
	111.996
	.042
	.262
	.795

	
	PENAGIHAN PAJAK
	-112.370
	66.442
	-.269
	-1.691
	.101

	a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK
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diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Samarinda llir, sepanjang data dan/atau informasi yang
didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan
informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 8 Oktober 2024 s/d 7 April 2025;

2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;

3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;

4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;

5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada
periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Judul Riset

a.n. Kepala Kanwil

Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Teddy Heriyanto




image5.jpg
Regression Studentized Residual

Scatterplot
Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

o 1 £

Regression Standardized Predicted Value




image1.png




